
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

INFOGRAFIS RKA TA 2026 BPMP KEPRI
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

TOTAL PAGU ANGGARAN

Rp 15,43 Miliar
TA 2026

2.804
SATUAN PENDIDIKAN

Difasilitasi Penjaminan Mutu

8 Pemda
PEMERINTAH DAERAH

Pendampingan SPM Pendidikan

Rp 11,28 M
DUKUNGAN MANAJEMEN

Pagu Layanan Perkantoran & Umum

2 Program
PROGRAM UTAMA

Mutu Pengajaran & Manajemen

Proporsi Anggaran BPMP Kepri Per Program Total: Rp 15.430.213.000,-

Dukungan Manajemen: Rp 11.286.950.000 (73,15%) Kualitas Pengajaran: Rp 4.143.263.000 (26,85%)

1. Program Kualitas Pengajaran & Pembelajaran

Kode: 138.04.DI Pagu: Rp 4.143.263.000

A. Fasilitasi Penjaminan Mutu (7605.QDB.750)

Target: 2.804 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen & Dikmas

Sub-Total: Rp 3.826.033.000

Rincian Kegiatan Pembinaan Alokasi (Rp)
Penjaminan Mutu Pendidikan 1.296.694.000
Kemitraan 891.797.000
Penguatan Pendidikan Karakter 539.746.000
Pembelajaran dan Penilaian 376.648.000
Transfer Daerah 365.219.000
Digitalisasi Sekolah 355.929.000

B. Pendampingan Penerapan SPM (7605.QDB.751)

Target: 8 Pemda

Sub-Total: Rp 317.230.000

Rincian Kegiatan SPM Alokasi (Rp)
Pendampingan Penganggaran 150.096.000
Monitoring & Evaluasi 95.294.000
Pendampingan Perencanaan 71.840.000

2. Program Dukungan Manajemen

Kode: 138.04.WA Pagu: Rp 11.286.950.000

A. Layanan Perkantoran (7606.EBA.994)

Target: 1 Layanan

Sub-Total: Rp 11.102.995.000

Komponen Layanan Alokasi (Rp) %
Gaji dan Tunjangan 6.965.369.000 62,7%
Operasional & Pemeliharaan 4.137.626.000 37,3%

B. Layanan Umum (7606.EBA.962)

Target: 1 Layanan (Pelayanan Umum, RT & Perlengkapan)

Alokasi: Rp 176.455.000

C. Layanan BMN (7606.EBA.956)

Target: 1 Dokumen (Penyusunan Laporan BMN)

Alokasi: Rp 7.500.000

Catatan Ringkas Dukungan Operasional:

- Dominasi alokasi pada Gaji & Tunjangan Pegawai (45,1% dari Total RKA).
- Operasional & Pemeliharaan Kantor BPMP (26,8% dari Total RKA).
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Diterbitkan sesuai Standar Layanan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
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